SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG
PENGATURAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PERANGKAT
DAERAH /UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG

Menimbang :a. bahwa Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat
Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dalam
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang
Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Perangkat Daerah /Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung ;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada
pengaturan mengenai pengalokasian anggaran
pengadaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada
Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, ketentuan sebagaimana
dimkasud pada huruf a perlu diubah ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pengaturan
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah
/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
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Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah(Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara RI tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara RI nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman
Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi
Pemerintah  Yang Menerapkan Pola  Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;



Menetapkan :
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah

11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 41);

12. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 tahun 2014
tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2014 Nomor 65);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2016 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 Tentang
Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Perangkat Daerah /Unit Kerja Pada Perangkat Daerah
Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG
PENGATURAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
PERANGKAT DAERAH /UNIT KERJA PADA PERANGKAT
DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017
Tentang Pengaturan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada
Perangkat Daerah /Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Yang
Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 57)
diubah sebagai berikut:

Pasal 11

Pembiayaan pengadaan Pegawai BLUD Non PNS
dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Perencanaan Anggaran BKPPD
atau Perangkat Daerah Pengusul.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang

pada tanggal 23 Oktober 2018

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER
Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018
NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003




